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I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia Tahun 1945 Tharus dilaksanakan melalui
penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional yang berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam
rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional,
dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus yang dilakukan melalui
penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan
geostrategis yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri,
ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi
tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus juga ditujukan untuk
mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan
pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain
industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan
lapangan kerja.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus mengamanatkan beberapa peraturan pelaksanaan dalam bentuk

Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, telah
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ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Kawasan Ekonomi Khusus yang mengatur ketentuan mengenai tata cara

pengusulan pembentukan KEK, penetapan KEK, pembangunan dan

pengoperasian KEK, pengelolaan KEK, dan evaluasi pengelolaan KEK.
Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus perlu disempurnakan kembali

untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pada saat ini.
Penyempurnaan menyangkut ketentuan mengenai:

a. pengusulan KEK yang dapat diusulkan oleh Dewan KPBPB dalam
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang mengamanatkan
bahwa KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun dapat
diusulkan menjadi KEK sebelum atau sesudah jangka waktu KPBPB;

b. pengaturan zonasi KEK dengan menambahkan zonasi industri kreatif,
zonasi pendidikan, zonasi kesehatan, zonasi olah raga, zonasi jasa
keuangan, dan zonasi ekonomi lain yang ditetapkan oleh Dewan
Nasional;

c. pengusul dan persyaratan pengusulan pembentukan KEK oleh Badan
Usaha, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah
provinsi, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan
Dewan Kawasan KPBPB;

d. penetapan KEK;

e. pembangunan dan pengoperasian KEK terutama yang berkaitan
dengan penguasaan dan/atau pengadaan tanah di lokasi yang
diusulkan menjadi KEK, pembangunan prasarana dan sarana di
dalam atau di luar KEK, evaluasi pembangunan dan kesiapan
pengoperasian KEK; dan

f.  pengelolaan KEK terutama yang menyangkut pelaksanaan Perizinan
Berusaha di KEK melalui OSS dan penambahan badan layanan

umum sebagai pengelola KEK serta evaluasi pengelolaan KEK.
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Memperhatikan bahwa penyempurnaan materi Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
menyebabkan terjadinya perubahan sistematika dan materi perubahan
lebih dari 50% (lima puluh persen), maka perubahan dilakukan melalui
penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan “area baru” adalah area yang belum
ditetapkan sebagai KEK.
Dalam hal suatu kawasan industri yang telah beroperasi
diusulkan untuk menjadi KEK maka kawasan industri dimaksud
merupakan area baru untuk ditetapkan menjadi KEK.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Pengusulan lokasi KPBPB untuk menjadi KEK sesuai dengan
ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009
tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang mengatur bahwa KPBPB
Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun dapat diusulkan
menjadi KEK sebelum atau sesudah jangka waktu yang

ditetapkan berakhir.
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Pasal 4

Lokasi KPBPB yang dapat diusulkan menjadi KEK adalah lokasi
KPBPB yang tidak ada permukiman penduduk.

Dalam seluruh hal lokasi KPBPB tidak ada permukiman
penduduk, maka seluruh lokasi KPBPB tersebut dapat diusulkan
menjadi KEK. Namun dalam hal lokasi KPBPB terdapat
penduduk, maka lokasi KPBPB yang dapat diusulkan menjadi
KEK adalah sebagian lokasi KPBPB yang tidak ada permukiman
penduduk.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 8

Huruf a
Yang dimaksud dengan “keringanan pajak dan retribusi
daerah” adalah pengurangan pajak dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan
retribusi daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akses ke pelabuhan atau bandar udara

atau tempat lain” adalah adanya infrastruktur transportasi yang
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menghubungkan lokasi KEK dengan pelabuhan atau bandar
udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan
internasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku industri
pengolahan seperti lokasi yang berdekatan dengan kawasan budi
daya pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan dan

kelautan, atau kawasan pertambangan.

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “batas alam” antara lain dapat berupa
sungai atau laut.
Yang dimaksud dengan “batas buatan” antara lain dapat berupa
pagar atau tembok atau batas lain yang terlihat secara fisik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Pembentukan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan
daerah dan sebagai terobosan pengembangan kawasan untuk
pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan
perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.
Dalam rangka pertumbuhan ekonomi, Pembentukan KEK
diutamakan untuk:
a. produksi barang/jasa yang berorientasi ekspor;
b. produksi barang/jasa untuk substitusi impor; dan/atau
c. produksi barang/jasa untuk meningkatkan devisa atau yang

dapat mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri.
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